LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KERUMEN
NOMOR:14

TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI KEBUMEN,

bahwa dalam rangka pengaturan mengenai -
Pemerintah Desa yang sesuai perkembangan
keadaan selaras dengan keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokrasi,
dan perkembangan masyarakat maka dipan-
dang perlu menetapkan kembali Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut
di atas perlu ditetapkan dengan Peratu-
ran Daerah;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;






SN}

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten-
tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne-
gara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun -
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi se-bagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 -
tentang Teknik Penyusunan Peraturan -
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pe-
merintah, dan Rancangan Keputusan Presi-
den (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
70);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Pe-
nyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Ke-
lurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengatu-
ran Mengenai Desa;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen Nomecr : 02/KPTS-
DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen.
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

. Menetapkan

- MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME-
RINTAH DESA.

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud -
dengan

1.

25

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka-
bupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Camat adalah Camat yang wilayah kerja-
nya meliputi Desa yvang bersangkutan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum -
vang memiliki kewenangan untuk menga-
tur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat vyang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada
di Daerah.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan peme-
rintahan vyvang dilakukan oleh Pemerin-
tah Desa dan Radan Perwakilan Desa di
Kabupaten Kebumen.
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(1)

(2)

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah Badan Perwakilan vang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Pera-
turan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa -
vang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Uru-
san, Kepala Dusun, dan Pembantu Kepala Urusan.

Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat De-
sa.

Kepala Urusan adalah unsur pembantu Sekretaris
Desa.

Pembantu Kepala Urusan adalah unsur pelaksana
Kepala Urusan.

Kepala Dusun adalah unsur pelaksana Pemerintah
Desa.

BAR II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri -
dari

a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b Pasal ini, terdi-ri dari

a. unsur staf yaitu Sekretariat Desa;
b. unsur wilayah yang disebut Kepala Dusun.






(3)

(4)

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (2) huruf a Pasal ini, terdiri dari

a. Sekretaris Desa ;
b. Kepala-kepala Urusan ;
¢. Pembantu Kepala Urusan.

Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf b Pasal ini, terdiri sedikit-
dikitnya 3 (tiga) vyaitu

- Kepala Urusan Pemerintahan;
- Kepala Urusan Pembangunan;
- Kepala Urusan Umum.

Dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu

- Kepala Urusan Pemerintahan;

- Kepala Urusan Pembangunan;

- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- Kepala Urusan Keuangan;

- Kepala Urusan Umum.

Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Uru-
san dapat dibantu oleh Pembantu Kepala Urusan
vang bertanggungjawab kepada Kepala Urusan.

Pasgal 3

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaima-
na diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ter-
cantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini
dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(1)

Pasal 4

Pola Organisasi Pemerintah Desa Kabupaten Ke-
bumen disusun berdasarkan Pcla Maksimal dan
Pola Minimal.






(2) Pola Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Ke-
putusan Bupati.

BAR III
ORGANISASI PEMERINTAH DESA POLA MINIMAL
Pasal 5

Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal terdiri da-

ri:
a.

B

Kepala Desa;

Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) Uru-
san dan Pembantunya;

Kepala Dusun.

Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Pasal 6

(1) Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang -

berkedudukan sebagai

a. pimpinan organisasi Pemerintah Desa bertang-
gung jawab dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan
Umum;

b. pimpinan masyarakat dengan memperhatikan -
nilai-nilai budaya setempat serta menjalin
kerjasama dengan pimpinan masyarakat la-
innva;






c¢. pendamai perselisihan di Desa sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Kepala -
Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui
Radan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan
mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 7

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban

membina kehidupan masyarakat;

[$}]

o

membina perekonomian Desa;

c¢. memelihara ketentraman dan ketertiban ma-
syarakat;

d. mewakili Desanya di dalam dan di luar penga-
dilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;

o

mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama
Radan Perwakilan Desa dan menetapkannya se-
bagai Peraturan Desa;

f. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup
dan berkembang di Desa yvang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya se-
bagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala
Desa mempunvai fungsi

a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penye-
lenggaraan urusan rumah tangga Desanya sen-

dir:;
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menggerakkan partisipasi masyarakat dalam -
wilayah Desanya sendiri;

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pe-
merintah Daerah;

melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan -
ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

melaksanakan koordinasi jalannya Pemerinta-
han, pembangunan dan pembinaan kehidupan
masyarakat di Desa;

melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya -
vang tidak termasuk dalam tugas sesuatu
instansi dan tidak termasuk urusan rumah
tangga Desanya sendiri.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ke-
pala Desa mempunyai kewenangan

a.

o

Q

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan -
Pembangunan Desa dan bertanggung jawab di
bidang Pemerintahan Umum;

menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong-
royong;

mendamaikan perselisihan yang terjadi di De-
sanva.

Paragraf 2
Sekretariat Desa
Pasal 8

Sekretariat Desa adalah unsur staf yvang berada
di bawah Kepala Desa.
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(2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekre-
taris Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa mempunyai tugas-tugas rutin menye-
lenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administra-
si Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada
Kepala Desa.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9

Peraturan Daerah ini Sekretaris Desa mempunyai

fungsi

a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan -
dan pelaporan;

Q

melaksanakan administrasi pemerintahan, pemba-
ngunan dan kemasyarakatan;

d. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang di-
lakukan oleh perangkat Desa;

[{]

mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan meru-
muskan program-program serta petunjuk untuk ke-
perluan pembinaan penyelenggaraan tugas Peme-
rintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kema-
syarakatan;

h

melakukan pemantauan dan pelayanan kepada ma-
syarakat di bidang pemerintahan, pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat;

g. menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya;

h. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabi-
la Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.
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Pasal 11
Sekretariat Desa terdiri dari

a. Urusan Pemerintahan;
b. Urusan Pembangunan;
¢. Urusan Umum.

Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala U-
rusan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Sekretaris Desa, serta
Pembantu Kepala Urusan bertanggung jawab kepada
Kepala Urusan.

Pasal 12

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun -
rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusu-
nan laporan di bidang Pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana terse-
but pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Peme-
rintahan mempunyai fungsi

a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Peme-
rintahan Desa dan Pemerintahan Umum;

b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan da-
lam rangka pembinaan wilayah dan masyara-
kat;

c. menyusun program dan pelayanan kepada ma-
syarakat di bidang pemerintahan, keten-
traman dan ketertiban dan melakukan admi-
nistrasinya;

d. membantu pelaksanaan tugas di bidang pemu-
ngutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-
lain;
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e. menyusun program dan pengadministrasian di-
bidang kependudukan dan catatan sipil;

f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan
terhadap bantuan kepada masyarakat serta
melakukan kegiatan pengamatan akibat bencana
alam dan bencana lainnva;

[(»]

membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Ke-
pala Desa;

h. melakukan tugas lain vang diberikan oleh Ke-
pala Desa.

Pasal 13

Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun -
rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan
serta menyusun laporan di bidang pembangunan
desa dan kesejahteraan sosial.

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) Pasal ini, Urusan Pembangunan menpunvai -
fungsi

a. menyvusun program dan menyelenggarakan pem-
bangunan di Desa;

b. menyusun program dan melakukan bimbingan di
bidang perekonomian, distribusi dan produk-
si;

c. menyusun program dan melaksanakan bimbingan
di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Be-
rencana dan pendidikan masyarakat;

d. menyusun program dan melakukan pelayanan ke-
pada masyarakat di bidang perekonomian, pem-
bangunan dan kesejahteraan rakyat;
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menyusun program dan melakukan pengadminis-
trasian di bidang pembangunan dan perekono-
mian;

menyusun program dan melakukan kegiatan da-
lam rangka meningkatkan swadaya dan parti-
sipasi masyarakat dalam meningkatkan pereko-
nomian dan pelaksanaan pembangunan;

menyusun program dan melakukan koordinasi -
pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan
memelihara prasarana dan sarana fisik di-
lingkungan Desa;

menyusun program dan membina kegiatan pe-
ngumpulan zakat, infaqg dan shodaqoh;

menyusun program dan melakukan pembinaan ke-
sejahteraan keluarga dan organisasi yang ada
di Desa;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Desa.

Pasal 14

Urusan Umum mempunvai tugas melakukan urusan -
ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keua-
ngan, perlengkapan dan rumah tangga;

Dalam menvelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi

a.

o

menyusun program dan menyelenggarakan keta-
tausahaan;

menyusun program dan penyelenggaraan kearsi-
pan;
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Q

menyusun program dan melakukan pembinaan
kepegawaian;

d. menyusun program dan melakukan pengadminis-
trasian keuangan Desa;

(]

menvusun program dan melakukan urusan per-
lengkapan dan inventaris Desa;

f. menvusun program dan melakukan urusan rumah
tangga Desa ;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Desa.

Paragraf 3
Kepala Dusun
Pasal 15

Kepala Dusun adalah unsur pelaksana Pemerintah Desa

dengan wilayah kerja tertentu yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa -
menvelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah
kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16
Peraturan Daerah ini, Kepala Dusun mempunyai fung-
si

a. membantu tugas Kepala Desa;
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melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan serta ketentraman dan keter-
tiban;

melakukan keputusan dan kebijaksanaan Kepala De-
sa;

membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan -
dan kerukunan warga;

membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;

melakukan kegiatan penyuluhan program pemerin-
tah;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Desa.

Pasal 18

Pembantu Kepala Urusan melaksanakan tugas yvang di-
berikan oleh Kepala Urusan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal
Pasal 19

Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal terdiri -
dari:

Kepala Desa;

Sekretariat Desa terdiri dari 5 (lima) Urusan -
dan Pembantunvya;

Kepala Dusun.
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Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Desa
Pasal 20

Kedudukan tugas dan fungsi Kepala Desa pada Organi-
sasi Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan
tugas dan fungsi Kepala Desa Pola Minimal sebagai-
mana tersebut pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah
TN

Paragraf 2

Sekretaris Desa
Pasal 21

Kedudukan tugas dan fungsi Sekretaris Desa pada Or-
ganisasi Pola Maksimal adalah sama kedudukan tugas
dan fungsi Sekretariat Desa pada Pola Organisasi
Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana tersebut
pada pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Sekretariat Desa terdiri dari
Urusan Pemerintahan;

Urusan Kesejahteraan Rakyat;
Urusan Umum;

Urusan Keuangan;

Urusan Pembangunan;
Pembantu-pembantu Kepala Urusan.

HhO QTN

(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal i-
ni, masing-masing urusan dipimpin oleh seorang
Kepala Urusan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab pada Sekretaris Desa, serta
Pembantu Kepala Urusan bertanggung jawab kepada
Kepala Urusan.
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Pasal 23

(1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun -
rencana mengevaluasi pelaksanaan dan penyusu-

(2)

nan

laporan dibidang pemerintahan, ketentraman

dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana terse-
but pada ayat (1) Pasal ini, urusan Pemerinta-
han mempunyai fungsi:

a.

menyusun program dan menyelenggarakan peme-
rintahan Desa dan pemerintahan umum;

menyusun program dan pengadministrasian ke-
pendudukan dan catatan sipil;

menyusun program dan mengumpulan bahan dalam
rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat;

menyusun program dan penyelenggaraan peng-
administrasian bidang pemerintahan dan Per-
tahanan Sipil;

menyusun program dan membantu melaksanakan -
pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke-
pada masyarakat serta melakukan kegiatan
pengamanan akibat bencana alam dan bencana
lainnya;

menyusun program dan mengumpulkan bahan-
bahan rapat RPD;

melakukan tugas lain vang diberikan oleh Ke-
pala Desa.
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Pasal 24

(1) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas me-

—
o
N

nyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang
kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat
(1) Pasal ini, urusan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai fungsi _

a. menyusun program dan melakukan pelayanan ke-
pada masyarakat di bidang kesejahteraan
sosial;

b. menyusun program dan melakukan pembinaan da-
lam bidang keagamaan, keluarga berencana,
kesehatan dan pendidikan masyarakat;

¢. menyusun program dan membantu kegiatan pe-
ngumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;

d. menyusun program dan mengumpulkan bahan dan
menyelenggarakan pengadministrasian di bi-
dang kesejahteraan sosial;

®

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Desa.

Pasal 25

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan -
ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perleng-
kapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut pada -
ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fung-
si :



o

ol
4




- 18 -
a. menyusun program dan menyelenggarakan keta-
tausahaan;

b. menyusun program dan menyelenggarakan kear-
sipan; .

c. menyusun program dan melakukan pembinaan ke-
pegawaian;

d. menyusun program dan melakukan urusan per-
lengkapan dan inventaris Desa;

e. menyusun program dan melakukan urusan rumah
tangga Desanya ;

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Desa.

Pasal 26
Tugas pokok Urusan Keuangan adalah membantu Sekre-
taris Desa yvang mempunyai tugas dan fungsi
a. menyusun kegiatan pencatatan mengenai penghasi-

lan Kepala Desa dan Perangkatnya;

b. menyusun, mengumpulkan dan menganalisa data sum-
ber penghasilan yang baru untuk dikembangkan;

Q

menyusun kegiatan administrasi Desa;

d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Desa.

Pasal 27
(1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas perencanaan,

pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta
menyusun laporan di bidang pembangunan Desa.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat

(1)

Pasal ini, Urusan Pembangunan mempunyai

fungsi

a.

Q

2

®

h

WQ

menyusun program dan menyelenggarakan pem-
bangunan di Desa;

menyusun program dan melakukan bimbingan di-
bidang perekonomian, distribusi dan produk-
si;

menyusun program dan melakukan pelayanan ke-
pada masyarakat di bidang perekonomian pem-
bangunan;

menyusun program dan melakukan pengadminis-
trasian di bidang pembangunan dan perekono-
mian;

menyusun program dan melakukan kegiatan da-
lam rangka meningkatkan swadaya dan parti-
sipasi masyarakat dalam meningkatkan pereko-
nomian dan pelaksanaan pembangunan;

menyusun program dan melakukan koordinasi -
pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan
memelihara prasarana dan sarana fisik di
lingkungan Desa;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Desa.

Paragraf 3
Kepala Dusun
Pasal 28

Kedu dukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun pada Or-
ganisasi Pola Maksimal adalah sama dengan Kedudu-

kan,

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun pada Organisasi

Pola Minimal pada Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan
Daerah ini.
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Pasal 29
Tugas Pembantu Kepala Urusan pada Organisasi Pola -
Maksimal adalah sama dengan tugas Pembantu Kepala
Urusan pada Organisasi Pola Minimal pada Pasal 18
Peraturan Daerah ini.

RAR 1V
TATA KERJA
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ke-
pala Desa bertanggung jawab kepada rakyat me-
lalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pe-
laksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembu-
san kepada Camat.

(2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tu-
gas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun
anggaran.

Pasal 31
Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertang-
gungjawab kepada Kepala Desa.
Pasal 32
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekre-
taris Desa bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Desa.
(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala -

Dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Desgsa.
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(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala U-
rusan bertanggung jawab langsung kepala Sekre-
taris Desa.

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pembantu
Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Urusan.

Pasal 33
Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala
Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordi-
nasi dan sinkronisasi.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa berkewajiban
mengadakan pengawasan terhadap Perangkat Desanya.

BRAR V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat De-
sa, Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat melak-
sanakan mutasi bagi Kepala Urusan, Pembantu Kepala
Urusan dan Kepala Dusun sesuai dengan kemampuan
bidang tugasnya dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Pasal 36

Apabila jumlah Perangkat Desa pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini, melebihi jumlah Perangkat
Desa yang diperlukan, untuk pertama kali dimungkin-
kan seorang Kepala Urusan dibantu oleh lebih dari
satu orang Pembantu Kepala Urusan.
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BAR VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah -

ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang
mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peratu-
ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor 09 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan
Tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-

kan pengundangan Peraturan Daerah 1ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d4

RUSTRININGSIH
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 13 pada tanggal 2
September 2000.

2 KABUPA

X UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375






PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor -
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka
pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ten-
tang Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi.

Dan sesuai dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 -
Tahun 1999 ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut
mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetap-
kan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Maka dalam menindaklanjuti Undang-undang No-
mor 22 Tahun 1999 tersebut, telah dikeluarkan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun -
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penye-
suaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Peme-
rintahan Desa dan Kelurahan, yang sesuai Pasal 2
ayat (1) disebutkan pengaturan lebih 1lanjut
mengenai Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten untuk Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten dan Kota untuk Kelurahan.
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun -
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai
Desa. Yang sesuai Pasal 31 ayat (1) disebutkan
bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan
Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupa-
ten Kebumen tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) -
s/d ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Dalam hal ini Pembantu Kepala

Urusan dapat diadakan sesuai
kebutuhan; namun hal tersebut
betul-betul dipertimbangkan -
dengan baik, demi kemajuan De-
sa maupun guna kepentingan pe-
layanan masyarakat yang sesuai
dengan kemampuan Desa.

Pasal 3 s/d
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : - Kepala Desa dalam pelaksana-

an tugas dan kewajibannva
sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan bersama
BPD. Dan Kepala Desa wajib
membuat pertanggungjawaban
sedikitnya 1 (satu) kali da-
lam 1 (satu) tahun anggaran
dibuat selambat-lambatnya 1
{satu) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, dan
disampaikan kepada RPD.
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Pasal 31 s/d
Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36 s/d
Pasal 39

- Kepala Desa membuat laporan
pelaksanaan tugasnyva sedi-
kitnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, dan
dibuat selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah tahun
anggaran berakhir; vang se-
lanjutnya disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan Ca-
mat.

Cukup jelas.

Diharapkan agar Perangkat Desa
dapat melaksanakan tugas dan -
kewajibannya dengan baik.

Sering terjadi tugas Perangkat
Desa yang diberikan tidak/be-
lum sesuai dengan bidang atau
kemampuannya, serta fungsi ja-
batan yang sesuai dengan Kepu-
tusan Pengangkatannya. Untuk
itu guna mengefektifkan dan
memfungsikan hal tersebut, dan
meningkatkan kemajuan Desa
serta pelayanan terhadap ma-
syarakat, Kepala Desa dengan
persetujuan BPD dapat melaksa-
nakan mutasi khususnya bagi
Kepala Urusan, Pembantu Kepala
Urusan dan Kepala Dusun, yang
terlebih dahulu dimusyawarah-
kan dengan yang terkait maupun
dengan masyarakat.

Cukup jelas.
-- 00Boo --
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KARUPATEN KEBUMEN

BAGAN ORGANISAST DAN TATA KERJA NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEM-
PRMERINTAH DESA KARUPATEN KEBUMEN BENTUKAN ORGANTSAST DAN TATA KERJA
POLA MINTMAL PEMERINTAH DESA .
BPD KEPALA DESA

SEXRETARIS DESA

i |

KEPALA URUSAN! 1 KEPALA URUSAN) | KEPALA URUSAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN .11

PEMBANTU KAUR| |PEMBANTU KAUR | (PEMBANTU KAUR
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN L1

KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN

KETERANGAN

: GARIS KOORDINASI
: GARIS KOMANDO

BUPATI KEBUMEN,
E.E.4

RUSTRININGSIH
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BAGAN QRGANISAST DAN TATA KERJA

PE!‘.ERIN“.‘.‘_‘!DDESA KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH XARUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEN-
BENTUKAN ORGANTSAST DAN TATA KERTA

QLA MAKSIMAL PEMERTNTAH DESA .
BPD
KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
[ | 1 |

YEPALA URUSAN! | KEPALA URUSAN! | KEPALA URUSAN| | KEPALA URUSAN KEPALR URUSAN

DEMERINTAHAN! | DENRANGUNAN | | KESEJAHTERARN KEUANGAN [t}
RAKYAT

DENBANTU KAUR| (PEMBANTU KAUR | |PEMBANTU KAUR | |PEMBANTU KAUR PENBANTY KAUR

DEMERTNTAHAN | | PEMBANGUNAN KESEJARTERAAN XEUANGAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT M

KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
KETERANGAN

: GARIS KOORDINASI
: GARIS KOMANDO

BUPATI KEBUMEN,

£.t.d

RUSTRININGSIH
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